V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Pengaturan tentang perolehan percepatan pendaftaran Paten sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2001 tentang Paten, dimungkinkan BPPT untuk melakukan percepatan paten.
Apalagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi, BPPT dituntut untuk segera mendaftarkan hasil penelitiannya.
Pengaturan tentang tata cara paten juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Paten.

Persyaratan untuk memperoleh percepatan paten yang dilakukan olenh BPPT
mencakup: (a). persyaratan administratif dan (b). persyaratan substantif.

Prosedur percepatan Paten yang dilakukan BPPT meliputi: (a). tahap
permohonan Paten kepada Dirjen HKI; (b). tahap permohonan percepatan

pengumuman Paten; dan (c). tahap permohonan pemeriksaan substantif, dimana
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di dalam prosesnya, BPPT bersikap aktif dengan mengajukan permohonan

mediasi.

B. SARAN

Ada pun saran yang dapat saya berikan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Penggunaan istilah mediasi dalam pertemuan antara inventor BPPT dan Pemeriksa
Paten (Examiner) kurang tepat, maka sebaiknya digunakan istilah “Pertemuan
Untuk Klarifikasi”, karena agenda pertemuan tersebut adalah untuk menjelaskan
secara rinci kepada Pemeriksa Paten (Examiner) mengenai invensi BPPT yang
dimohonkan patennya sehingga ada kesamaan pemikiran dan pendapat mengenai
invensi tersebut.

2. Peluang pengajuan permohonan percepatan paten terbuka bagi lembaga penelitian
dan pengembangan dari instansi lain di luar BPPT yang ingin mengajukan
permohonan percepatan paten, lembaga tersebut dapat mengikuti syarat dan
prosedur yang dilakukan olen BPPT sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun

1991 tentang Tata Cara Paten.



